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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, Penerimaan 
Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD di Eks 
Karisidenan Madiun dan menganalisis pengaruh terbesar variabel PDRB, 
Penerimaan Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah manakah yang paling 
berpengaruh terhadap Peningkatan PAD di Eks Karisidenan Madiun. 
Penelitian ini merupakan  analisis data sekunder atau penelitian dengan 
metode survey yaitu meneliti sampel penelitian yaitu data PDRB, hasil 
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah di 
Kabupaten di Eks Karisidenan Madiun mulai tahun 2010 sampai 2015. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian menggunakan menggunakan studi pustaka. 
Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linier 
Berganda, uji t dan uji F dengan bantuan software eviews 7. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Eks Karisidenan Madiun. 
Variabel Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) di Eks Karisidenan Madiun. Variabel Retribusi Daerah tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Eks Karisidenan Madiun. 
Variabel PDRB, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Eks Karisidenan Madiun. Variabel 
pajak daerah lebih dominan kontribusinya dalam pengaruhnya terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Eks Karisidenan Madiun. 
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This study aimed to analyze the influence of the GDRP, Local Tax 
Revenue, and Levies to Increase the locally-generated revenue in Madiun Ex 
administrative regions and analyze the greatest influence variables GDRP, Local 
Tax Revenue, and Levies are most influential on Increased the locally-generated 
revenue in Madiun Ex administrative regions. 
This study is a secondary data analysis or research with a sample survey 
method is the research that GRDP, the results of local tax revenues and levies as 
well as locally-generated revenue data in Madiun Ex administrative regions from 
2010 to 2015. Data collection techniques in research using use study library. 
Data analysis techniques in this study using multiple linear regression analysis, t 
test and F with eviews 7 software to help the analysis. 
The results showed that the GRDP variable no significant impact on the 
locally-generated revenue in Madiun Ex administrative regions. Variables Local 
Tax significant effect on the locally-generated revenue in Madiun Ex 
administrative regions. Variable Levies no significant impact on the locally-
generated revenue in Madiun Ex administrative regions. GRDP, Local Taxes and 
Levies significant effect on the locally-generated revenue in Madiun Ex 
administrative regions. Variable contribution of local taxes more dominant in 
their influence on the original income of the locally-generated revenue in Madiun 
Ex administrative regions. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pemerintah melalui Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa, perencanaan 
pembangunan nasional maupun regional merupakan kegiatan yang 
berlangsung terus- menerus dan berkesinambungan mengikuti pola tertentu 
berdasar hasil telaah yang cermat terhadap situasi dan kondisi yang bagus. 
Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pelimpahan wewenang dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan 
mengelola pembangunan melalui Undang-undang No. 22 tahun 1999 revisi 
menjadi Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan 
Undang-undang No. 25 tahun 1999 revisi menjadi undang-undang No. 33 
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Kuncoro, 2004). 
Pada saat ini di Indonesia telah menetapkan undang-undang otonomi 
daerah dimana dengan adanya otonomi daerah tersebut pemerintah dapat 
diberikan kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri dalam mengelola dan 
mengoptimalkan sumber daya daerahnya. 
Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun 
ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan 




tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Kebijakan 
tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah 
daerah mempunyai kemampuan membiayai pembagunan daerahnya sesuai 
dengan prinsip daerah otonomi yang nyata. 
Otonomi daerah dengan berbagai harapan yang terdapat di dalamnya 
bukan lagi hanya merupakan suatu retorika belaka namun telah menjadi realita 
yang harus ditangani dengan semangat untuk semakin memajukan kehidupan 
masing-masing daerah dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di dalamnya 
harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang 
diinginkan oleh kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud. 
Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah mengakibatkan 
ketidakstabilan kesiapan pemerintah Kabupaten/Kota utamanya dalam hal 
keuangannya karena kinerja keuangan menjadi tolak ukur kesiapan 
pemerintah Kabupaten/Kota (Haryadi, 2002). Hal ini memang menjadi 
konsekuensi logis daerah otonomi daerah yakni pemerintah daerah harus lebih 
mandiri dari segala hal termasuk dari segi keuangan. 
Setelah azas desentralisasi dalam pemerintahan diterapkan dan daerah 
diberikan otonomi, maka daerah harus mengurus sendiri urusan rumah 
tangganya (tanpa adanya campur tangan dari Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah yang lebih tinggi). Karena itu pemerintahan daerah yang 
diselenggarakan dan dikelola sendiri oleh entitas masyarakatnya (governance) 




Pemerintah Daerah dan masyarakat daerah yang bersangkutan, maka 
konsekuensinya pemerintah daerah harus membiayai sendiri operasional 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dan masyarakat 
berkewajiban pula mendukungnya. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu 
daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja 
daerah selama satu tahun. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda). 
Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari 
sampai dengan tanggal 31 Desember (sama seperti APBN). 
Komponen APBD adalah Pendapatan Daerah, terdiri dari Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) terdiri dari kontribusi retribusi daerah, retribusi daerah, 
bagi hasil BUMD, dan penerimaan lain-lain.Bagian dana perimbangan yang 
terdiri dari bagi hasil kontribusi retribusi dan bukan kontribusi retribusi, Dana 
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan keuangan 
provinsi atau kabupaten/kota. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah 
yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk 
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada 
kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan 
belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat 
kepada daerah masih besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan 
kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan 




daerah. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan 
Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan 
penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga 
merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah 
daerah. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya merupakan salah satu komponen 
sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa 
dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Juga 
sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber 
pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian 
penerimaan tersebut setiap tahun tercemin dalam anggaran pendapatan dan 
belanja daerah (APBD). Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai 
APBD, sebagaimana dikatakan oleh Santoso (1995) dapat proporsi PAD 
terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi “derajat kemandirian” 
keuangan suatu pemerintah daerah. 
Koswara (2000) menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan 
suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan 
daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk 
menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakan 
keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada pemerintah pusat harus 




sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem 
pemerintahan negara. 
Beberapa wilayah Eks-Karisidenan Madiun seperti Kota Madiun, 
Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten 
Pacitan dan Kabupaten Ponorogo sebagai daerah otonom dituntut untuk dapat 
memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalian dan pengelolaan 
sumber-sumber keuangan daerah. Salah satu komponen PAD yang menjadi 
andalan adalah penerimaan dari pajak daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya 
disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Oleh karena itu, daerah harus mampu menggali sektor pajak ini 
menjadi suatu unsur yang dapat diandalkan dalam membantu keuangan daerah 
dalam hal ini di wilayah Eks-Karisidenan Madiun. 
Wilayah di Eks-Karisidenan Madiun juga menerapkan undang-undang 
otonomi daerah yang berguna untuk mengatur stabilitas pendapatan asli 
daerah di wilayah Eks-Karisidenan Madiun. Pemerintahan di wilayah Eks-
Karisidenan Madiun saat ini melakukan pemungutan pajak daerah dalam 
rangka upaya peningkatan dan pengoptimalisasi dalam pendapatan asli daerah 
di wilayahnya. Guna memperlancar pembangunan nasional dan mengelola 




penerimaan yang berasal dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), 
Pemungutan Pajak Daerah serta retribusi daerah. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana 
perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh 
daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan 
yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (a) Pajak 
Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil 
Pengelolan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, (d) Lain-lain PAD yang 
sah. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena 
berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam 
pelaksanaan otonomi daerah. Sebagian besar daerah mengalami masalah 
keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, 
karena sumber penerimaan PAD potensinya rendah. Oleh sebab itu setiap 
pemerintah daerah berupaya untuk dapat meningkatkan perekonomian 
daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan PAD dengan 
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah.  
Persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur menurut rata-




dengan tahun 2013, terbagi menjadi 4 kuadran perkembangan ekonomi 
dengan penjelasan sebagai berikut.   
 Pertama,  Kabupaten Bojonegoro, Gresik, Tuban, Nganjuk,  
lamongan, Tulungagung, dan Pasuruan terletak di kuadran I, 
merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan 
pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Hal ini 
berarti petumbuhan ekonomi yang terjadi di kelima kabupaten 
tersebut dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara 
lebih cepat (pro-growth, pro-poor). Pemerintah sebaiknya 
mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta tetap 
meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan. 
 Kedua,  Kabupaten Pamekasan, Sampang, Sumenep, Jombang, 
Trenggalek, Bondowoso, Madiun, Ngawi, Bangkalan, 
Lumajang, Kota Probolinggo terletak di kuadran II, merupakan 
daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata 
provinsi namun pengurangan kemiskinan di atas rata-rata 
provinsi Jawa Timur (low-growth, pro-poor). Tantangan yang 
harus dihadapi pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas 
dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, 
dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan 
ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang 
punya potensi berkembang seperti kelautan, perikanan, 




 Ketiga, Kabupaten Pacitan, Probolinggo, Sidoarjo, Ponorogo, 
Kediri, Blitar, Magetan, Situbondo, Kota Pasuruan, Kota 
Kediri, Kota Mojokerto  terletak di kuadran III, merupakan 
daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan 
pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (low 
growth, less pro-poor). Pemerintah daerah harus bekerja keras 
untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui 
peningkatan produktivitas sektor dan kegiatan ekonomi yang 
mampu menyerap tenaga kerja besar terutama dari golongan 
miskin.Pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program 
pengurangan kemiskinan. 
 Keempat, Kabupaten Jember, Banyuwangi, Malang, 
Mojokerto, Kota Batu, Kota Madiun, Kota surabaya, dan Kota 
Malang terletak di kuadran IV, merupakan kota dengan rata-
rata pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata, dan pengurangan 
kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (high-growth, less pro-
poor). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut 
belum memberikan dampak penurunan angka kemiskinan 
secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah 
daerah adalah mendorong pengembangan kegiatan ekonomi 




diperlukan juga program dan kebijakan dalam hal 
penanggulangan kemiskinan. 
Semakin tinggi pendapatan perkapita riil suatu daerah, semakin besar 
pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran 
rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya. Maka dapat dikatakan 
bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula 
potensi sumber penerimaan daerah tersebut dan kemampuan masyarakat 
membayar pajak juga meningkat, begitu juga sebaliknya. Dari klasifikasi 4 
kuadran di Jawa timur, Kabupaten dan Kota di Eks Karesidenan Madiun 
masuk pada klasifikasi kuadra II dan III yaitu Madiun, Ngawi, Magetan, 
Pacitan, Ponorogo dimana  merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan 
ekonomi di bawah rata-rata provinsi (low growth) dan hanya Kota Madiun 
yang merupakan kota dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata, 
namun pengurangan kemiskinan masih di bawah rata-rata provinsi (high-
growth, less pro-poor). Klasifikasi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi 
Kabupaten/ Kota di wilayah Eks Karisidenan Madiun masih tergolong rendah,  
perkembangan PDRB perkapita dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut: 
Tabel 1.1. Perbandingan relatif PDRB perkapita di Wilayah Eks-Karisidenan 
Madiun Tahun 2006 
No Wilayah PDRB Perkapita  
(Juta Rupiah) 
1 Kota Madiun 3,57 
2 Kab. Madiun 6,27 
3 Kab. Ponorogo 5,64 
4 Kab. Ngawi 5,40 
5 Kab. Pacitan 4,13 




Sumber : Analisis Indikator Makro Sosial dan Ekonomi Jawa Timur Tahun 
2006 
 
Berdasarkan data di atas, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan 
perkapita di Eks Karisidenan Madiun masih tergolong rendah, sehingga 
potensi sumber penerimaan daerah dan kemampuan masyarakat membayar 
pajak, retribusi dan aktifitas perekonomian guna membiayai pengeluaran rutin 
dan pengeluaran pembangunan pemerintah daerah terutama PAD masih 
tergolong rendah. maka Wilayah Eks-Karisidenan Madiun layak untuk 
diangkat  sebagai obyek penelitian lebih lanjut. Berikut adalah rata-rata rincian 
Perkembangan PDRB perkapita di Wilayah Eks-Karisidenan Madiun Tahun 
2011-2015. 
Tabel 1.2. Rata-Rata Perkembangan PDRB perkapita di Wilayah Eks-
Karisidenan Madiun Tahun 2011-2015 
No Tahun PDRB dalam Rupiah 
1 2011 9.230.973,49 
2 2012 10.190.344,88 
3 2013 11.312.916,83 
4 2014 12.564.739,93 
5 2015 13.875.867,13 
Sumber : BPS, 2016 
Pertumbuhan PDRB di Wilayah Eks-Karisidenan Madiun yang 
meningkat dari tahun ke tahun tentunya merupakan potensi yang sangat 
menguntungkan bagi pemerintah daerah untuk menaikkan PAD. Simanjutak 
dalam Halim (2001), juga mengemukakan jika suatu daerah dapat mengelola 
sumber daya alam yang dimiliki dan perekonomiannya berkembang dengan 





Berdasarkan data kuantitatif mengenai rata-rata Pendapatan Asli 
Daerah mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dari sumber laporan 
keuangan 2011-2015, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 1.3. Rata-Rata Perkembangan PAD di Wilayah Eks-Karisidenan 
Madiun Tahun 2011-2015 dalam satuan rupiah 
No Tahun Target Realisasi 
1 2011 58.839.733.000,00 61.760.661.908,04 
2 2012 68.500.000.000,00 78.423.247.876,50 
3 2013 81.000.000.000,00 87.859.707.871,11 
4 2014 116.500.000.000,00 141.162.943.324,49 
5 2015 150.000.000.000,00 164.565.284.689,85 
Sumber : Dispenda Wilayah Eks-Karisidenan Madiun, 2016 
Berdasarkan data pada Tabel 1.3 di atas terlihat bahwa realisasi 
pendapatan asli daerah daerah secara umum mengalami peningkatan dari 
tahun 2011 sampai tahun 2015. 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada di Wilayah Eks-
Karisidenan Madiun mempunyai potensi untuk dikembangkan dan memegang 
peranan penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka 
pembangunan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga dalam 
membiayai kebutuhan rumah tangga daerahnya. Langkah yang paling statistis 
dan merupakan jalur yang banyak ditempuh oleh para Pemerintah Daerah 
untuk mendapatkan struktur Pendapatan Asli Daerah adalah memberlakukan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada setiap kesempatan yang 
memungkinkan. Hal ini sangat dimungkinkan sebab jika pemerintah daerah 
ditinjau dari sudut pandang ekonomi maka pemerintah daerah dapat dipandang 
sebagai suatu entitas ekonomi yang memberikan beragam jenis layanan-




Faktor yang sangat penting dan mempengaruhi pemerintah daerah di 
Eks Karisidenan Madiun dalam menetapkan target pendapatan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah adalah situasi dan kondisi perekonomian dan politik 
yang kondusif, hal ini menjadi penting karena dapat menentukan realisasi 
penerimaan. Kegiatan ekonomi yang melaju pesat dengan ditunjang oleh 
kestabilan kondisi sosial politik daerah yang menentukan akan memberikan 
peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan penciptaan target yang didukung 
oleh kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban 
dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Wiyono, 2007). 
Pemerintah Daerah di Wilayah Eks-Karisidenan Madiun telah 
melakukan usaha untuk mengoptimalkan peningkatan PAD yang memiliki 
peranan yang besar sebagai sumber pendapatan daerah dan pembiayaan 
pembangunan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Wilayah 
Eks Karesidenan Madiun. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti 
tertarik mengambil judul penelitian: “Kajian Pengaruh PDRB, Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah Terhadap PAD di Eks Karisidenan Madiun (Studi Data 
Panel)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 
masalah yaitu : “Bagaimanakah pengaruh PDRB, Penerimaan Pajak Daerah, 





C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui pengaruh PDRB, Penerimaan Pajak Daerah, dan Retribusi 
Daerah terhadap Peningkatan PAD di Eks Karisidenan Madiun.  
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diperoleh apabila penelitian dapat tercapai yaitu: 
1. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah 
daerah (khususnya di Eks Karisidenan Madiun) dalam mengoptimalkan 
dan memaksimalkan pengelolaan PAD sehingga Pemerintah tidak 
menyalahgunakan pemasukan daerah dan dapat menjadikan penelitian ini 
sebagai acuan dalam upaya memaksimalkan peningkatan PAD.  
2. Manfaat Teoritis 
Diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan tambahan 
yang baik mengenai potensi PDRB, Penerimaan Pajak Daerah, dan 
Retribusi Daerah terhadap penerimaan dan peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah, dapat mengetahui dan memahami bagaimana kontribusi PDRB, 
Penerimaan Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap PAD serta 







A. Kajian Teoritis 
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan 
suatu daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan 
pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun. APBD ditetapkan dengan 
peraturan daerah (Perda). Tahun anggaran APBD meliputi masa satu 
tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 
(sama seperti APBN).  
Secara garis besar, komponen-komponen pokok APBD yaitu: 
a. Pendapatan Daerah, terdiri dari:  
 Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi 
daerah, bagi hasil BUMD, dan penerimaan lain-lain. 
 Bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, Dana 
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan 
keuangan provinsi atau kabupaten/kota. 
b. Belanja atau Pengeluaran Daerah digunakan untuk keperluan 
penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah.  
c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan 
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
  
15 
anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran 
berikutnya.  
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Sebagaimana telah diuraikan diatas salah satu bentuk penerimaan 
daerah adalah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada era 
otonomi daerah dimana sistem pemerintah masih berbentuk sentralisasi 
ternyata membawa dampak kurang baik pada pembangunan daerah. Hal 
ini terlihat dengan terhambatnya kebebasan daerah dalam mengembangkan 
segala potensi yang dimiliki oleh daerahnya dan dampak lainnya yang 
merugikan adalah tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah 
terhadap pemerintah pusat. Hal ini disebabkan besarnya andil dan intervesi 
yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap jalannya pemerintahan di 
tiap daerah. 
Kini setelah otonomi daerah, sistem pemerintahan tidak lagi berupa 
sentralisasi tapi telah berubah menjadi desentralisasi. Artinya dearah telah 
memiliki kewenangan untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki 
oleh daerah tersebut. Dalam pelaksanaanya daerah harus lebih mandiri 
dalam mengelola berbagai bentuk penerimaan dan pengeluarannya. Untuk 
dapat menjalankan pemerintahannya pemerintah daerah diharapkan dapat 
mengoptimalkan pendapatan asli daerah. 
Namun banyak pihak yang masih salah mengenai otonomi daerah. 
Banyak pihak yang beranggapan bahwa otonomi daerah berarti setiap 
kebutuhan daerah harus dapat ditutupi dengan pendapatan asli daerah. Dan 
  
16 
dampak dari kesalahan ini yaitu upaya untuk meningkatkan pendapatan 
asli daerah dengan meningkatkan pungutan kontribusi retribusi dan 
retribusi yang mana hal ini sangat memberatkan daerah itu sendiri. 
Otonomi daerah bukan berarti eksploitasi daerah dengan 
menghasilkan pendapatan asli daerah yang setinggi-tingginya. Apabila 
otonomi daerah diartikan sebagai eksploitasi pendapatan asli daerah maka 
masyarakat daerahlah yang akhirnya yang akan terbebani (Mardiasmo, 
2002:7-8). 
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari 
Pos Penerimaan Kontribusi retribusi yang berisi Kontribusi retribusi 
Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Kontribusi 
retribusi yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan 
Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). 
Secara garis besar pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang 
diperoleh daerah yang bersumber dari pungutan daerah berdasarkan 
Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU no 33 
Tahun 2004 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari 
kontribusi retribusi daerah, retribusi daerah serta hasil pengelolaan 
kekayaan daerah. 
Sedangkan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang 
diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh 
pemerintahan daerah. Berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 pasal 79 
disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari: 
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a. Hasil kontribusi retribusi daerah 
b. Hasil retribusi daerah 
c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah 
yang dipisahkan. 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah ditetapkan mengenai sumber Pendapatan Daerah adalah : 
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber 
penerimaan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah. Sumber 
Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 Bab V Pasal 6, terdiri dari :  
1) Pajak Daerah 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak 
daerah memiliki peran strategis bagi daerah, karena pajak daerah 
memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan Pendapatan 
Asli Daerah, kemudian disusul retribusi daerah. Pajak Daerah yang 
identik dengan pajak memiliki beberapa pengertian yang 
dikemukakan oleh para ahli. 
Pengertian Pajak menurut Djajadiningrat yang dikutip oleh 
Munawir (1992) adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian 
daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, 
kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, 
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tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang 
ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 
balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan 
umum. Pendapat senada dengan pengertian sebelumnya, 
menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh 
masyarakat dalam keseluruhannya untuk jasa-jasa pemerintah. 
Akan tetapi, jumlah yang dibayarkan oleh orang tidak perlu 
mempunyai hubungan dengan jumlah-jumlah kegiatan pemerataan 
yang diterimanya, yang seringkali tidak dapat dihitung atau diukur 
sedangkan menurut sifatnya merupakan paksaan (Due, 1985). 
Mangkoesoebroto (1994) menyatakan, definisi pajak 
(termasuk pajak daerah/regional tax) adalah suatu pungutan yang 
merupakan hak prerogratif pemerintah, dimana pungutan tersebut 
dapat dipaksakan kepada subyek pajak dan tidak ada balas jasa 
yang langsung dapat ditunjukkan penggunaanya. Definisi 
Suparmoko (1990) adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada 
pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa secara 
langsung dapat ditunjuk, misalnya pajak kendaraan bermotor, 
pajak penjualan dan lain sebagainya. 
Beberapa definisi pajak diatas merupakan pengertian 
mendasar, sehingga hampir tidak ada perbedaan dengan pengertian 
pajak daerah. Pengertian Pajak menurut Davey (1988) dapat 
diartikan sebagai : (1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah 
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dengan pengaturan dari daerah sendiri; (2) Pajak yang dipungut 
berdasarkan peraturan Nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah; (3) Pajak yang ditetapkan atau dipungut 
oleh Pemerintah Daerah; (4) Pajak yang dipungut dan 
diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutan 
dibebani dengan pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah 
Daerah. 
Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan definisi “Pajak 
Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 
pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Daerah bagi sebesar-besarya kemakmuran rakyat”. 
Berdasarkan beberapa pengertian pajak diatas, disimpulkan 
bahwa pengertian pajak daerah adalah pajak asli daerah, maupun 
pajak yang diserahkan ke daerah, dimana kewenangan pemungutan 
dilakukan oleh daerah dalam wilayah kekuasaanya berdasarkan 
peraturan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai 
pengeluran-pengeluaran daerah dalam rangka penyelenggaraan 
tugas Pemerintah Daearah. Unsur-unsur penting yang terdapat 
didalam pengertian pajak daerah adalah : 
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a) Pajak; merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang 
berasal dari pendapatan asli daerah, pajak pemerintah pusat 
yang diserahkan maupun pajak pemerintah pusat yang 
dibagihasilkan ke daerah. 
b) Daerah; merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
c) Dalam wilayah kekuasaanya; maksudnya pemungutan pajak 
hanya dapat dilakukan oleh daerah diwilayah administrasi yang 
dikuasai. 
 Pajak Daerah mempunyai fungsi ganda (Makmun dan 
Yasin, 2003), yaitu : pertama, sebagai sumber pendapatan daerah 
(bugetary) untuk mengisi kas daerah guna membiayai pengeluaran-
pengeluaran daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah. 
Kedua, berfungsi sebagai alat pengatur ( regulatory) dalam artian 
untuk mengatur perekonomian guna meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi yang lebih cepat, mengadakan retribusi pendapatan 
stabilitas ekonomi. 
 Jenis Pajak daerah sebagaimana diatur dalam pasal 2 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, adalah : 
a) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas : 
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1) Pajak Kendaraan Bermotor; 
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
4) Pajak Air Permukaan; dan  
5) Pajak Rokok akan dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah; 
b) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas : 
1) Pajak Hotel; 
2) Pajak Restoran; 
3) Pajak Hiburan; 
4) Pajak Reklame; 
5) Pajak Penerangan Jalan; 
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
7) Pajak Parkir; 
8) Pajak Air Tanah; 
9) Pajak Sarang Burung Walet; 
10) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
2) Retribusi Daerah 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 
Pendapatan Asli Daerah, yang dimaksud Retribusi daerah 
yang selanjutnya disebut retribusi adalah adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin 
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tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan. Sementara menurut Usman dan Subroto (1980) 
retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan  sebagai  
atau  fasilitas yang diberikan dan nyata kepada pembayar. 
Menurut Wayong (1975) retribusi adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa 
yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak 
langsung. Adapun yang dimaksud Retribusi dalam penelitian 
ini adalah suatu bentuk pungutan yang harus dibayar oleh 
seseorang karena orang tersebut telah menikmati secara 
langsung atas fasilitas atau jasa yang disediakan oleh 
penyedia jasa yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah 
di Karesidenan Madiun.  
Sebagai ciri khas atau karakteristik retribusi sebagai 
berikut: 
a) Adanya pemberian fasilitas atau jasa yang secara 
langsung dapat dirasakan oleh oleh para pengguna atau 
pemakai jasa yang disediakan oleh pemerintah secara 
langsung terhadap konsumennya; 
b) Retribusi hanya dibebankan kepada konsumen pengguna 
jasa yang disediakan, sedangkan konsumen yang tidak 
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mendapat jasa tersebut juga tidak ada kewajiban 
membayar retribusi; 
c) Retribusi tersebut selalu berhubungan dengan pelayanan 
umum yang diberikan pemerintah; 
Dengan demikian jelas bahwa retribusi berbeda dengan pajak 
yang mempunyai karakteristik sebagai berikut (Prakoso, 
2003) : 
a) Pembayar pajak atau masyarakat tidak dapat langsung 
merasakan manfaat dari jasa atau fasilitas yang 
disediakan oleh pemerintah; 
b) Pajak dibebankan kepada seluruh masyarakat tanpa 
melihat mendapat manfaat atau tidak terhadap fasilitas 
atau jasa yang disediakan oleh pemerintah; 
 Berdasarkan sifatnya, ada bermacam-macam retribusi 
yang diantaranya retribusi yang bersifat umum, artinya 
bahwa pungutan tersebut mempunyai sifat berlaku secara umum 
bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu jasa yang 
diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya bagi mereka yang 
masuk ke dalam pasar untuk berjualan, walaupun hanya sehari 
tetap dikenakan pungutan retribusi. Selain itu ada retribusi 
bertujuan, yaitu retribusi yang dilihat dari segi pemakaiannya, 
pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat dan 
kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. 
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Misalnya kewajiban retribusi yang dilakukan seseorang untuk 
mendapatkan Kartu Tanda Penduduk.  
 Untuk menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip 
dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, maka retribusi dibagi 
menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa 
usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pertama, Retribusi Jasa 
Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan 
oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 
umum serta dapat  dinikmati  oleh  orang pribadi atau badan. 
Kedua, Retribusi Jasa Usaha  adalah  retribusi  atas  jasa  yang  
disediakan  oleh  pemerintah daerah menganut prinsip komersil 
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 
Ketiga, Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan 
oleh  pemerintah  daerah   dalam  rangka  pemberian  izin kepada 
orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan 
pemanfatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 
umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Retribusi dapat 




a) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan 
atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan 
atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau badan. 
b) Jenis -jenis Retribusi jasa umum adalah : 
(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
(2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
(3) Rertibusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 
dan Akte Catatan Sipil; 
(4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 
(5) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; 
(6) Retribusi Pasar; 
(7) Retribusi Air Bersih; 
(8) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
(9) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
(10)Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 
(11)Retribusi Pengujian Kapal Perikanan; 
Selanjutnya dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 
Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dicantumkan tentang 
Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut : 
a) Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan 
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial 
karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta. 
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b) Jenis -jenis Retribusi jasa usaha adalah: 
(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
(2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan; 
(3) Retribusi Terminal; 
(4) Pajak Tempat Hiburan; 
(5) Retribusi Tempat Penitipan Anak; 
(6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 
(7) Retribusi Penyedotan Kakus; 
(8) Retribusi Rumah Potong Hewan; 
(9) Retribusi Tempat Pendaratan kapal; 
(10)Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; 
(11)Retribusi Penyeberangan di atas Air; 
(12)Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 
(13)Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; 
Pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah dicantumkan tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu dengan perincian sebagai berikut : 
a) Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
  
27 
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
b)  Jenis -jenis Retribusi perizinan tertentu adalah: 
(1) Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; 
(2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 
(3) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 
(4) Retribusi Izin Gangguan; 
(5) Retribusi Izin Trayek; 
(6) Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan; 
  Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat 
dipaksakan dan jasa balik langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini 
bersifat ekonomis karena siapa saja tidak merasakan jasa balik dari 
pemerintah dan ia tidak dikenakan iuran itu Nurlaila ( 2004). Oleh 
karena itu masalah tarif retribusi ini harus seimbang dengan biaya 
yang dikeluarkan untuk dapat memelihara kelangsungan jasa itu. 
Dengan demikian, berarti bukan selalu mencari keuntungan saja, 
sehingga seperti halnya pajak, maka retribusi akan diperlukan 
pengesahan terlebih dahulu dari penguasa atau menurut cara-cara 
yang ditetapkan undang-undang.  
3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan. 
4) Sumber Pendapatan Asli Daerah selanjutnya adalah Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD). Dalam hal ini, laba BUMD yang 
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diharapkan sebagai sumber pendapatan bagi daerah. Oleh sebab itu 
pengelolaan BUMD harus bersifat dan harus berpegang pada 
prinsip ekonomi secara umum. Sesuai dengan tujuan BUMD, yaitu 
untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah 
khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk 
memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi 
dan ketentuan serta ketenagakerjaan dalam perusahaan, menuju 
masyarakat adil dan makmur. 
5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud 
dalam Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 
tentang Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, 
meliputi : 
a) Jasa giro;  
b) Pendapatan bunga;  
c) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 
dan 
d) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 
penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah; 
b. Dana Perimbangan 
Diperoleh dari bagian daerah, penerimaan pajak bumi dan 
bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan 
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yang berasal dari sumber daya alam serta dana alokasi umum dan dana 
alokasi khusus. 
c. Pinjaman Daerah 
Pinjaman pemerintah daerah merupakan pinjaman dari 
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sehingga saat ini 
pemerintah daerah belum diijinkan mengajukan pinjaman kepada 
pihak asing. Pinjaman pemerintah daerah biasanya dilakukan untuk 
menutupi kekurangan anggaran belanja daerah tetapi dilakukan oleh 
atau bekerja sama dengan pemerintah pusat. 
d. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan 
daerah seperti telah di uraikan diatas diupayakan agar selalu 
mengalami peningkatan.  
3. Pajak dan Fungsi Pajak 
Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011) definisi pajak adalah 
sebagai berikut: 
Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum. 
 
Menurut Diana (2013) pajak memiliki 2 fungsi utama, diantaranya: 
a. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 
Yaitu sebagai alat (sumber untuk memasukan uang sebanyak-
banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai 
pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembanguanan. 
Sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 
  
30 
Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan 
pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat 
diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk 
pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, 
pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan 
pembangunan , uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni 
penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan 
pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai 
kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat 
dan ini terus diharapkan dari sektor pajak. 
 
b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 
Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang 
keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, 
pertahanan keamanan misalnya: mengadakan perubahan tarif, 
memberikan pengecualianpengecualian, keringanan-keringanan 
atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditunjukan 
kepada masalah tertentu. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan 
ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. 
Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk 
mencapai tujuan. Pelaksanaan fungsi ini bisa positif dan negatif. 
Pelaksanaan fungsi pajak yang positif maksudnya jika suatu 
kegiatan yang dilakukan masyarakat oleh pemerintah di pandang 
sebagai sesuatu yang positif, oleh karena itu didorong oleh 
pemerintah dengan memberikan dorongan berupa insentif pajak 
(tax incentive) yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas 
perpajakan. Sementara itu, pelaksanaan fungsi mengatur yang 
bersifat negatif dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi 
perkembangan yang menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah 
tujuan tertentu. 
 
4. Sistem Pemungutan Pajak 
Menurut Mardiasmo (2011) sistem pemungutan pajak terdiri dari: 
1) Official Assesment System 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 
oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: 
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a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus. 
b) Wajib Pajak bersifat pasif. 
c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. 
2) Self Assesment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada Wajb Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 
terutang. Ciri–cirinya: 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
Wajib Pajak sendiri, 
b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang, 
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
3) With Holding System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
Wajib Pajak. Ciri–cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak 






5. Pajak Daerah 
Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 
yang dimaksud dari daerah adalah Kabupaten Magetan. Pajak Daerah yang 
selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang 
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam 
menetapkan pajak daerah dan siapa saja yang menjadi wajib pajaknya sesuai 
dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Jenis tarif dan sistem 
pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus 
lebih bersahabat dengan pelaku dunia usaha sehingga dalam pelaksanaannya 
dapat lebih efisien, murah, dan transparan. 
6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka 
panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai 
barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya 
kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional 
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(kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada 
(Kuznet dalam Todaro, 2006) 
Menurut Boediono (2008) pertumbuhan ekonomi adalah proses 
kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi 
berkaitan dengan kenaikan output perkapita dimana ada dua sisi yang 
perlu diperhatikan yaitu output totalnya (GDP) dan sisi jumlah 
penduduknya. Output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah 
penduduk. 
Menurut Nugreheni (dalam Prasetyo, 2010), pengukuran akan 
kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, 
beberapa alat ukur pertumbuhan ekonomi antara lain: 
a. Produk Domestik Bruto (PDB) 
Produk Domestik Bruto (PDB), atau ditingkat regional disebut 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang 
dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu 
tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB 
merupakan ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat 
ukur pertumbuahan ekonomi yang tepat, karena belum dapat 
mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal 
sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di 





b. Produk Domestik Bruto Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita 
Produk Domestik Bruto Per Kapita atau Produk Domestik 
Regional Bruto per kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai 
pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat 
mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara atau suatu daerah 
yang bersangkutan, atau disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-
rata. 
B. Kajian Empiris 
Beberapa hasil penelitian yang dapat dijadikan kajian untuk landasan 
penelitian ini diantaranya, adalah: 
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu yang Mendukung Penelitian 
No Penulis Tahun Tema/Judul Metode Hasil 
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Survey Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 
secara bersama sama 
berpengaruh positif 
terhadap Pendapatan 
Asli Daerah  pada kota 




variabel adalah  72,2 
% yang berarti bahwa 
PAD tidak hanya 
dipengaruhi oleh Pajak 
Daerah dan Retribusi 
Daerah tetapi 
dipengaruhi  juga oleh 
variabel lain yang 
tidak diteliti dalam 




bahwa Pajak Daerah 
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No Penulis Tahun Tema/Judul Metode Hasil 
terbukti mempunyai 
pengaruh yang positip 
terhadap Pendapatan 
Asli Daerah  pada 
tingkat kepercayaan 95 
%.  Demikian pula 
dengan Retribusi 
Daerah  secara empiris 
berpengaruh positip 
terhadap Pendapatan 
Asli Daerah pada Kota 
dan Kabupaten di 
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PDRB dan PAD 
signifikan dengan 
arah koefisien negatif 
terhadap kemiskinan. 
Hal ini menunjukkan 
bahwa peningkatan 
PDRB dan PAD akan 
diikuti dengan 
adanya penurunan 








C. Kerangka Konseptual 
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan 
pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan 
perekonomian di Kabupaten Magetan diperlukan penyediaan sumber-sumber 
Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan 
penyediaan dari sumber-sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan 
peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jumlah 
lokasi pemungutan, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali 
sumber-sumber dari penerimaan Pajak dan retribusi daerah yang selama ini 
mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 
Hubungan PDRB Konstan terhadap daerah mempunyai dampak positif 
yang disebabkan adanya dampak aktifitas perekonomian di 9 sektor ekonomi 
pada daerah. Jika aktifitas ekonomi 9 sektor itu terjadi kenaikan, tidak 
dimungkinkan akan mempunyai pengaruh besaran PAD daerah, karena bahwa 
beberapa sektor domestik dapat digunakan untuk mengukur atau mengestimasi 
pada peningkatan pendapatan asli daerah secara langsung. Setiap adanya 
kenaikan PDRB maka akan memberikan dampak yang positif dan signifikan 
terhadap PAD didalam pemerintah daerah 
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan membantu 
memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan. Bila pembangunan 





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 









Hipotesis beserta sumber penelitian yang mendukung hipotesis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Pengaruh PRDB terhadap Peningkatan PAD 
Susanto (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh 
PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
(Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998-2012), mendapatkan hasil bahwa 
secara parsial PDRB, Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Karena PDRB menggambarkan sembilan sektor hasil 
perekonomian semakin meningkat perekonomian semakin meningkat 
perolehan pendapatan asli daerah. 
Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai 
berikut: 
















2. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Peningkatan PAD 
Mentayani, dkk. (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 
Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 
mendapatkan hasil bahwa berdasarkan pengujian secara parsial diketahui 
bahwa Pajak Daerah terbukti mempunyai pengaruh yang positip terhadap 
Pendapatan Asli Daerah  pada tingkat kepercayaan 95 %. 
Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai 
berikut: 
H2: Variabel penerimaan pajak daerah berpengaruh Positif terhadap 
Peningkatan PAD di Eks Karisidenan Madiun. 
3. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD 
Mentayani, dkk. (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 
Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 
mendapatkan hasil bahwa Retribusi Daerah  secara empiris berpengaruh 
positip terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota dan Kabupaten di 
Provinsi Kalimantan  Selatan. 
Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai 
berikut: 
H3: Variabel retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Peningkatan PAD 
di Eks Karisidenan Madiun. 
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4. Pengaruh PDRB, Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap 
Peningkatan PAD 
Susanto (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh 
PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
(Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998-2012), mendapatkan hasil bahwa 
secara parsial PDRB, Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Karena PDRB menggambarkan sembilan sektor hasil 
perekonomian semakin meningkat perekonomian semakin meningkat 
perolehan pendapatan asli daerah. 
Mentayani, dkk. (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 
Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 
mendapatkan hasil bahwa pajak daerah dan Retribusi Daerah  secara empiris 
berpengaruh positip terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota dan 
Kabupaten di Provinsi Kalimantan  Selatan. 
Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat dirumuskan sebagai 
berikut: 
H4: Variabel Makro (PDRB, penerimaan pajak daerah, retribusi daerah) 









A. Tipe Penelitian 
Penelitian ini merupakan  analisis data sekunder atau penelitian dengan 
metode survey yaitu meneliti sampel penelitian data PDRB, hasil penerimaan 
pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah di Kabupaten/ 
Kota di Eks Karisidenan Madiun mulai tahun 2010 sampai 2015.  
B. Unit Analisis 
Unit analisis dalam penelitian ini yaitu BPS dan Dinas Pendapatan 
Daerah di Eks Karisidenan Madiun. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder 
diperoleh dari buku, literatur-literatur maupun tulisan-tulisan yang 
behubungan dengan penelitian ini termasuk data dari BPS dan Dinas 
Pendapatan Daerah di Eks Karisidenan Madiun. Jenis data panel dalam 
penelitian ini yaitu tentang PDRB, hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi 
daerah serta pendapatan asli daerah di Eks Karisidenan Madiun. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
Studi Pustaka, Studi ini digunakan sebagai landasan teori yang akan 
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digunakan dalam menganalisis kasus. Dasar- dasar penelitian ini diperoleh 
dari buku, literatur- literatur maupun tulisan-tulisan yang behubungan dengan 
penelitian ini, termasuk data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota 
tentang PDRB, hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan 
asli daerah di Eks Karisidenan Madiun. 
E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
Data yang termasuk variabel dependen (terikat) yakni peningkatan 
PAD Kabupaten Magetan dalam kurun waktu 2010-2015. 
Data variabel independen (bebas) yang pertama yaitu PDRB 
berdasarkan harga konstan tahun 2010, penerimaan pajak daerah tahun 2010-
2015, dan retribusi daerah tahun 2010-2015 dalam satuan rupiah. Data ini 
diperoleh dari BPS dan Dinas Pendapatan Daerah di Eks Karisidenan Madiun. 
PDRB mengacu pada harga konstan tahun 2010 dikarenakan pada tahun 
tersebut perekonomian berada dalam kondisi baik/stabil sehingga harga 
barang pada tahun tersebut kita gunakan sebagai harga konstan. Manfaat dari 
perhitungan PDRB harga konstan, selain dengan segera dapat mengetahui 
apakah perekonomian mengalami pertumbuhan atau tidak, juga dapat 
menghitung perubahan harga (inflasi).  
Pemilihan waktu pengambilan data tahun 2010 sampai 2015 
dikarenakan Pada tanggal 15 September 2009 telah disahkan Undang-Undang 
No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku 
mulai 1 Januari 2010. Undang-undang ini mengatur mengenai pemungutan 
pajak dan retribusi oleh Pemerintah Daerah di wilayahnya. Perubahan 
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Undang- Undang ini adalah adanya pengalihan 2 (dua) jenis pajak pusat, yaitu 
PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sektor pedesaan dan perkotaan, dan BPHTB 
(Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Diberlakukannya UU No. 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah agar setiap 
daerah menyesuaikan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam 
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas UU Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah. Penyesuaian jenis obyek Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah yang diatur dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2009, 
mengakibatkan semua daerah harus menyempurnakan pengelolaan pajak 
daerah dan retribusi daerah sehingga penulis mengambil periode waktu 
dimulai tahun 2010 sampai tahun 2015. 
F. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data panel (pooled 
data), karena kelebihan dari penggunaan data panel, salah satunya adalah 
dapat memberikan data yang lebih informatif, dan lebih baik dalam 
mendeteksi dan mengukur efek yang tidak dapat diamati dalam data cross 
section dan time series (Widarjono, 2005:254). 
Dalam Rohmana (2010:241), bahwa dalam pembahasan teknik 
estimasi model regresi data panel ada 3 teknik yang dapat digunakan yaitu: 
1. Model dengan metode OLS (common) 
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2. Model Fixed effect 
3. Model Random Effect 
Langkah-Langkah analisis regresi panel adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan analisis regresi data penel dengan menggunakan model fixed 
effect atau random effect dengan menggunakan program EViews 7. 
2. Memilih antara model fixed effect atau random effect ini dengan 
menggunakan Hausman test dengan menggunakan program EViews 7. 
3. Uji Signifikansi model fixed effect atau random effect dengan 
menggunakan program EViews 7. 
Berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi serta karakteristik data 
yang ada, dalam teknik estimasi regresi data panel terdapat dua teknik yang 
bisa digunakan yaitu model model Fixed Effect dan model Random Effect. 
Berdasarkan periode pengamatan, penelitian ini menggunakan periode dari 
tahun 2010 sampai tahun 2015. Sampel yang digunakan terdiri atas kabupaten/ 
kota di eks Karisidenan Madiun. Berdasarkan data panel tersebut, maka model 
regresi data panel yang terdiri atas dua pendekatan, yaitu model fixed effect 
dan model random effect. Adapun secara umum model regresi data panel yang 
digunakan dalam penelitian ini dituliskan sebagai berikut: 
PAD = a + b1 PDRB + b2 PD+ b3 RD + e .................................(4.1) 
di mana: 
PAD  = Pendapatan Asli Daerah  
a  = konstanta 
b1, b2  = koefisien regresi 
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PDRB = Produk Domestik Regional Bruto  
PD  = Pajak Daerah  
RD = Retribusi Daerah  
e  = error term 
Regresi data panel dilakukan dengan menggunakan dua model, 
yaitu model fixed effect dan model random effect. Analisis data 
menggunakan bantuan program computer Eviews 7. 
Untuk keperluan memilih model yang terbaik di antara model fixed 
effect dan random effect yang akan dijadikan model penelitian, langsung 
didasarkan pada uji Hausman. 
Hasil Uji statistik Hausman diatas kemudian dibandingkan dengan 
Chi Square tabel dengan besarnya degree of freedom sama dengan jumlah 
variabel independen. 
Syarat : 
χstatistik > χtabel atau P-value < α maka Ho ditolak dan model yang 
dipilih adalah Fixed Effect begitu juga dengan sebaliknya. 
Batas kritis untuk menolak Ho didasarkan pada kriteria chi-square untuk 
tingkat signifikansi sebesar α dan derajat kebebasan sebesar df 
dituliskan: 
Hχ2df 
Untuk mengetahui model mana yang lebih baik dalam pengujian 
data panel, bisa dilakukan dengan penambahan variabel dummy sehingga 
dapat diketahui bahwa intersepnya berbeda dapat diuji dengan uji F 
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statistik. Uji F statistik digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi 
data panel dengan Fixed Effect lebih baik dari model regresi data panel 
tanpa variabel dummy dengan jalan melihat variabel residual sum of 
squares (RSS).  
Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara 
simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah-
langkah pengujian: 
 
a. Menentukan Ho dan Ha 
Ho: β1 = β2 = β3 = β4 = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
secara simultan variabel independen terhadap variabel 
dependen. 
Ha: β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan secara 
simultan variabel independen terhadap variabel dependen. 
 
b. Penentuan level of significant (α) = 0.05 
c. Kriteria pengujian 
Ho ditolak apabila signifikansi ≤  = 0,05. 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Daerah Penelitian  
1. Administrasi 
Eks Karisidenan Madiun terletak di wilayah barat Propinsi Jawa 
Timur yang mencakup: 
a. Kota Madiun 
Kota Madiun terletak 169 km sebelah barat Kota Surabaya, 
atau 114 km sebelah timur Kota Surakarta. dikota ini terdapat pusat 
industri kereta api (INKA). Madiun dikenal memiliki Lapangan 
Terbang Iswahyudi, yakni salah satu pangkalan utama AURI, meski 
sebenarnya terletak di Kabupaten Magetan. 
b. Kabupaten Madiun 
Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di 
utara, Kabupaten Nganjuk di timur, Kabupaten Ponorogo di selatan, 
serta Kota Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi di 
barat. Saat ini, sejumlah kantor pemerintahan berada di kota Caruban. 
Madiun dilintasi jalur utama Surabaya-Yogyakarta, dan 
kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa. 





Bagian utara wilayah Madiun berupa perbukitan, yakni bagian 
dari rangkaian Pegunungan Kendeng. Bagian tengah merupakan 
dataran tinggi dan bergelombang. Sedang bagian tenggara berupa 
pegunungan, bagian dari kompleks Gunung Wilis-Liman. 
Daerah ini memiliki 15 kecamatan, yang dibagi lagi atas 
sejumlah desa dan kelurahan. Dalam percakapan sehari-hari penduduk 
kabupaten Madiun menggunakan Bahasa Jawa dengan Dialek 
Madiunan 
c. Kabupaten Magetan 
Magetan adalah kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten 
Ngawi di utara, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun di timur, 
Kabupaten Ponorogo, serta Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten 
Wonogiri (keduanya termasuk provinsi Jawa Tengah). Lapangan 
Terbang Iswahyudi, salah satu pangkalan utama Angkatan Udara RI di 
kawasan Indonesia Timur, terletak di kecamatan Maospati. 
Kabupaten Magetan dilintasi jalan raya utama Surabaya-
Madiun-Yogyakarta dan jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa, 
namun jalur tersebut tidak melintasi ibukota Kabupaten Magetan.Satu-
satunya stasiun yang berada di wilayah kabupaten Magetan adalah 
Stasiun Barat terletak di wilayah Kecamatan Barat. Maospati adalah 
ibukota kecamatan terbesar (setelah kota Magetan), terletak di jalur 
utama jalan raya tersebut. 
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Gunung Lawu (3.265 m) terdapat di bagian barat Kabupaten 
Magetan, yakni perbatasan dengan Jawa Tengah. Di daerah 
pegunungan ini terdapat Telaga Sarangan(1000 m dpl), salah satu 
tempat wisata andalan kabupaten ini, yang berada di jalur wisata 
Magetan-Sarangan-Tawangmangu-Karanganyar 
d. Kabupaten Ngawi 
Ngawi berada diperbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa 
Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, 
Kabupaten Blora (keduanya termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah), 
dan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Madiun di timur, 
Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun di selatan, serta 
Kabupaten Sragen (Jawa Tengah) di barat. 
Wilayah Ngawi di bagian utara merupakan perbukitan, bagian 
dari Pegunungan Kendeng. Bagian barat daya adalah kawasan 
pegunungan, bagian dari sistem Gunung Lawu (3.265 meter). 
e. Kabupaten Pacitan 
Pacitan terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur. 
Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo di utara, 
Kabupaten Trenggalek di timur, Samudra Hindia di selatan, serta 
Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di barat. Sebagian besar 




Pacitan juga dikenal memiliki gua-gua yang indah, diantaranya 
Gua Tabuhan, Gua Kalak, dan Gua Luweng Jaran (diduga sebagai 
kompleks gua terluas di Asia Tenggara). Daerah pegunungan di 
Pacitan juga seringkali ditemukan fosil purbakala. 
f. Kabupaten Ponorogo 
Ponorogo merupakan salah satu Kabupten Provinsi Jawa 
Timur, yang memiliki 21 kecamatan yang dibagi lagi atas 303 desa dan 
kelurahan. Berdasarkan Sensus penduduk tahun 2003 jumlah 
penduduknya 869.000. 
Ponorogo dikenal dengan julukan kota reog, karena daerah ini 
merupakan tempat lahirnya kesenian reog, yang kini menjadi icon 
wisata Jawa Timur. Setiap tanggal 1 Muharam Suro, selalu 
diselenggarakan Grebek Suro, yang pada saat ini menjadi salah satu 
jadwal kalender wisata Jawa Timur. 
2. Topografi 
Secara geografis wlayah Eks Karisidenan Madiun, adalah sebagai 
berikut: 
a. Kota Madiun 
Secara geografis Kota Madiun terletak pada 111° BT - 112° BT 
dan 7° LS - 8° LS dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun 
di sebelah utara, sebelah selatan dengan Kecamatan Geger, sebelah 
timur dengan Kecamatan Wungu, dan sebelah barat dengan Kabupaten 
Magetan. Kota Madiun hampir berbatasan sepenuhnya dengan 
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Kabupaten Madiun, serta dengan Kabupaten Magetan di sebelah Barat. 
Kali Bengawan Madiun mengalir di kota ini, merupakan salah satu 
anak sungai terbesar Bengawan Solo. 
b. Kabupaten Madiun 
Secara geografis Kabupaten Madiun terletak di sekitar 7° 12’ -
7°48’30’’ Lintang Selatan dan 111° 25’45’’ - 111° 51’ Bujur Timur. 
Dengan Luas wilayah Kabupaten Madiun 1.010,86 Km
2
. 
Bagian utara wilayah Madiun berupa perbukitan, yakni bagian 
dari rangkaian Pegunungan Kendeng. Bagian tengah merupakan 
dataran tinggi dan bergelombang. Sedang bagian tenggara berupa 
pegunungan, bagian dari kompleks Gunung Wilis-Liman. 
c. Kabupaten Magetan 
Kabupaten Magetan terletak di antara 7 38' 30" Lintang selatan 
dan 111 20' 30" Bujur Timur Batas fisik Kabupaten Magetan adalah: 
1) Utara  : Kabupaten Ngawi 
2) Timur  : Kabupaten Madiun, Kota Madiun 
3) Selatan  : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri  
                      (Jawa Tengah) 
4) Barat : Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah) 
d. Kabupaten Ngawi 
Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7° 21’ - 
7° 31’ Lintang Selatan dan 110° 10’ - 111° 40’ Bujur Timur. Topografi 
wilayah ini adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. Tercatat 4 
  
53 
kecamatan terletak pada dataran tinggi yaitu Sine, Ngrambe, Jogorogo 
dan Kendal yang terletak di kaki Gunung Lawu. 
e. Kabupaten Pacitan 
Pacitan terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur. 
Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo di utara, 
Kabupaten Trenggalek di timur, Samudra Hindia di selatan, serta 
Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di barat. Sebagian besar 
wilayahnya berupa pegunungan kapur, yakni bagian dari rangkaian 
Pegunungan Kidul. Tanah tersebut kurang cocok untuk pertanian. 
f. Kabupaten Ponorogo 
Kabupaten ini terletak di koordinat 111° 17’ - 111° 52’ BT dan 
7° 49’ - 8° 20’ LS dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 
meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 1.371,78 km². 
Kabupaten ini terletak di sebelah barat dari provinsi Jawa Timur dan 
berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya 
200 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya. 
 
B. Analisis Data 
Analisis data dan pembahasan pada bab ini akan menjelaskan hasil 
penelitian tentang pengaruh PDRB, pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 
PAD di Eks Karisidenan Madiun tahun 2010–2015. Alat analisis yang 
digunakan adalah data panel dengan model analisis deskriptif dan analisis 
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regresi berganda diselesaikan dengan dukungan program statistic computer 
eviews 7. 
Hasil-hasil pengolahan data yang disajikan disini dianggap merupakan 
hasil estimasi terbaik karena dapat memenuhi kriteria teori ekonomi, statistic 
maupun ekonometri. Hasil estimasi ini diharapkan mampu menjawab 
hipotesis yang diajukan dalam studi ini. 
1. Analisis Deskriptif 
Berikut adalah paparan data PDRB, pajak daerah, retribusi daerah 
dan PAD di Eks Karisidenan Madiun tahun 2010 – 2015 yang menjadi 
variabel dalam penelitian ini. 
Tabel 4.1 
Data PDRB, pajak daerah, retribusi daerah dan PAD di Eks Karisidenan 




Tahun PDRB PD RD PAD 
1 2010 8.277.800.000 7.690.168.696 9.313.009.413 51.724.539.565 
1 2011 8.744.800.000 9.890.524.870 10.676.494.201 61.996.144.859 
1 2012 9.251.200.000 11.864.783.529 18.422.883.607 78.444.431.968 
1 2013 9.789.600.000 13.796.586.343 23.049.578.924 87.859.707.871 
1 2014 10.296.700.000 3.247.378.505 18.409.095.296 141.162.943.324 
1 2015 10.824.100.000 33.753.964.990 20.017.394.985 164.564.899.427 
2 2010 6.081.200.000 12.744.350.000 19.233.818.000 41.757.000.000 
2 2011 6.494.400.000 23.200.982.000 26.456.644.000 61.305.077.000 
2 2012 6.937.700.000 29.323.185.000 30.451.290.000 72.030.950.000 
2 2013 7.470.700.000 34.432.024.000 17.110.701.000 90.011.482.000 
2 2014 7.965.500.000 54.173.502.000 19.450.070.000 134.584.344.000 
2 2015 8.455.400.000 58.947.358.000 10.537.857.000 724.519.280.000 
3 2010 8.119.700.000 8.005.370.143 7.903.252.346 45.034.304.945 
3 2011 8.608.700.000 12.101.942.572 10.638.791.353 57.998.223.512 
3 2012 9.135.700.000 13.965.347.161 13.506.526.608 68.545.790.751 
3 2013 9.654.100.000 16.112.921.546 16.216.136.259 83.428.636.445 





Tahun PDRB PD RD PAD 
3 2015 10.705.100.000 36.565.117.496 19.849.029.622 149.628.335.468 
4 2010 8.456.700.000 10.717.750.000 17.099.799.000 35.313.790.550 
4 2011 8.973.300.000 11.499.047.139 9.653.987.452 61.538.571.057 
4 2012 9.568.200.000 14.272.972.890 11.309.171.920 65.682.402.800 
4 2013 10.203.000.000 16.826.150.650 17.541.162.440 87.081.648.390 
4 2014 10.775.000.000 33.899.833.400 5.798.713.270 169.237.040.270 
4 2015 11.224.000.000 38.537.158.480 15.950.519.000 191.137.006.890 
5 2010 8.961.500.000 11.124.661.304 32.401.943.375 48.840.098.186 
5 2011 9.472.200.000 16.024.630.893 41.815.744.501 65.936.673.552 
5 2012 10.038.400.000 20.514.781.469 17.841.781.871 108.766.406.815 
5 2013 10.557.300.000 39.533.040.335 16.210.063.952 134.097.320.781 
5 2014 11.114.300.000 44.956.557.768 12.937.647.804 198.730.421.480 
5 2015 11.686.200.000 50.895.226.786 13.035.825.300 10.695.348.135 
6 2010 6.817.400.000 5.155.151.458 17.923.822.016 29.488.179.488 
6 2011 7.246.200.000 6.102.820.379 11.413.775.988 48.359.915.661 
6 2012 7.705.000.000 7.954.645.820 10.577.330.010 53.817.027.440 
6 2013 8.153.200.000 9.053.156.100 18.399.845.510 62.952.487.720 
6 2014 8.577.600.000 20.684.068.970 20.455.509.920 101.276.946.020 
6 2015 9.019.500.000 21.789.927.220 20.411.292.110 126.449.078.420 
Sumber : BPS dan Dinas Pendapatan Daerah Kab/Kota se-Eks 
Karisidenan Madiun, 2016 
 
Keterangan : 
Kode Wilayah :   
1 : Kab. Magetan  
2 : Kota Madiun  
3 : Kab. Madiun  
4 : Kab. Ngawi  
5 : Kab. Ponorogo  
6 : Kab. Pacitan  
 
Berdasarkan tabel data PDRB, pajak daerah, retribusi daerah dan 
PAD di Eks Karisidenan Madiun tahun 2010- 2015 di atas dapat dilihat 
PDRB tertinggi sebesar Rp. 11.686.200.000,- yaitu pada tahun 2015 di 
wilayah Kabupaten Ponorogo dan PDRB terendah sebesar Rp. 
6.081.200.000,- yaitu pada tahun 2010 di wilayah Kota Madiun.  
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Pendapatan Pajak Daerah 
tertinggi sebesar Rp. 58.947.358.000,- yaitu pada tahun 2015 di wilayah 
Kota Madiun dan Pendapatan Pajak Daerah terendah sebesar Rp. 
3.247.378.505,- yaitu pada tahun 2014 di wilayah Kabupaten Magetan.  
Berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat Pendapatan Retribusi 
Daerah tertinggi sebesar Rp. 41.815.744.501,- yaitu pada tahun 2011 di 
wilayah Kabupaten Ponorogo dan Pendapatan Retribusi Daerah terendah 
sebesar Rp. 5.798.713.270,- yaitu pada tahun 2014 di wilayah Kabupaten 
Ngawi.  
Berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat Pendapatan Asli 
Daerah tertinggi sebesar Rp. 724.519.280.000,- yaitu pada tahun 2015 di 
wilayah Kota Madiun dan Pendapatan Asli Daerah terendah sebesar Rp. 
10.695.348.135,- yaitu pada tahun 2015 di wilayah Kabupaten Ponorogo.  
2. Uji Regresi Berganda Data Panel 
Berdasarkan periode pengamatan, penelitian ini menggunakan 
periode dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Sampel yang digunakan 
terdiri atas kabupaten/kota di eks Karisidenan Madiun. Berdasarkan data 
panel tersebut, maka model regresi data panel yang terdiri atas dua 
pendekatan, yaitu model fixed effect dan model random effect. Adapun 
secara umum model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian 
ini dituliskan sebagai berikut: 




PAD  = Pendapatan Asli Daerah  
a  = konstanta 
b1, b2  = koefisien regresi 
PDRB = Produk Domestik Regional Bruto  
PD  = Pajak Daerah  
RD = Retribusi Daerah  
e  = error term 
Regresi data panel dilakukan dengan menggunakan dua model, 
yaitu model fixed effect dan model random effect. Adapun ringkasan hasil 
estimasi untuk kedua model diperlihatkan pada tabel berikut ini. 
Tabel 4.2 
Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel Fixed Effect 
Dependent Variable: PAD   
Method: Panel Least Squares   
Date: 01/14/17   Time: 09:14   
Sample: 2010 2015   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 6   
Total panel (balanced) observations: 36  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.26E+11 2.98E+11 -0.422758 0.6758 
PDRB 21.49201 40.44498 0.531389 0.5995 
PD 3.563479 3.067879 1.161545 0.2556 
RD -2.295558 2.890640 -0.794135 0.4340 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.428995    Mean dependent var 1.07E+11 
Adjusted R-squared 0.259808    S.D. dependent var 1.16E+11 
S.E. of regression 9.96E+10    Akaike info criterion 53.69963 
Sum squared resid 2.68E+23    Schwarz criterion 54.09551 
Log likelihood -957.5933    Hannan-Quinn criter. 53.83780 
F-statistic 2.535627    Durbin-Watson stat 1.590430 
Prob(F-statistic) 0.033553    
     
     
Sumber : Olah Data Eviews 7 
Keterangan : *) Signifikan pada α = 5% 
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Berdasarkan hasil estimasi untuk model regresi data panel Fixed 
Effect Model secara statistik variabel PDRB, PD dan RD sebagai variabel 
independent tidak signifikan. Dimana nilai probabilitas PDRB sebesar 
0,5995 (p>0,05), RD sebesar 0,2556 (p>0,05) dan nilai probabilitas PD 
sebesar 0,4340 (p>0,05).  
Tabel 4.3 
Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel Random Effect 
 
Dependent Variable: PAD   
Method: Panel EGLS (Two-way random effects)  
Date: 01/14/17   Time: 09:19   
Sample: 2010 2015   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 6   
Total panel (balanced) observations: 36  
Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.01E+11 1.17E+11 0.864638 0.3937 
PDRB -6.412424 12.29767 -0.521434 0.6057 
PD 4.829562 1.161768 4.157079 0.0002 
RD -2.427523 2.247923 -1.079896 0.2883 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.000000 0.0000 
Period random  0.000000 0.0000 
Idiosyncratic random 1.04E+11 1.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.382442    Mean dependent var 1.07E+11 
Adjusted R-squared 0.324546    S.D. dependent var 1.16E+11 
S.E. of regression 9.52E+10    Sum squared resid 2.90E+23 
F-statistic 6.605670    Durbin-Watson stat 1.539871 
Prob(F-statistic) 0.001337    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.382442    Mean dependent var 1.07E+11 
Sum squared resid 2.90E+23    Durbin-Watson stat 1.539871 
     
     
Sumber : Olah Data Eviews 7 
Keterangan : 
*) Signifikan pada α = 5% 
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Berdasarkan hasil estimasi untuk model regresi data panel Random 
Effect Model secara statistik variabel PDRB dan RD sebagai variabel 
independent tidak signifikan pada tetapi variabel PD sebagai variabel 
independent signifikan. Dimana nilai probabilitas PDRB sebesar 0.6057 
(p>0,05), RD sebesar 0,2883 (p>0,05) dan nilai probabilitas PD sebesar 
0.0002 (p<0,05). 
3. Uji Hausman 
Untuk keperluan memilih model yang terbaik di antara model fixed 
effect dan random effect yang akan dijadikan model penelitian, langsung 
didasarkan pada uji Hausman berikut ini. 
Tabel 4.4 
Hasil Estimasi Uji Hausman 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section and period random effects  
     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 0.970631 3 0.8084 
Period random 1.806445 3 0.6135 
Cross-section and period random 2.395131 3 0.4945 
     
     ** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero. 
** WARNING: estimated period random effects variance is zero. 
     
Cross-section random effects test comparisons: 
     
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     PDRB 21.492012 -6.412424 1644.783447 0.4914 
PD 3.563479 4.829562 8.984031 0.6727 
RD -2.295558 -2.427523 4.121060 0.9482 




Hasil Uji statistik Hausman diatas kemudian dibandingkan dengan 
Chi Square tabel dengan besarnya degree of freedom sama dengan jumlah 
variabel independen. 
Syarat : 
χstatistik > χtabel atau P-value < α maka Ho ditolak dan model yang 
dipilih adalah Fixed Effect begitu juga dengan sebaliknya. 
Batas kritis untuk menolak Ho didasarkan pada kriteria chi-square untuk 
tingkat signifikansi sebesar α dan derajat kebebasan sebesar df 
dituliskan: 
Hχ2df 
Pada tingkat signifikansi (α) sebesar 5% dan derajat kebebasan (df) 
sebesar k-1 = 4-1 = 3, maka besarnya batas kritisnya adalah 7,81. Adapun 
hasil perbandingan selengkapnya ditunjukkan oleh tabel di bawah ini: 
Tabel 4.5 








0,971 < 7,815 Ho diterima, dengan 
demikian model yang 
dipilih adalah random effect 
 
Atau sebagai alternatif digunakan perbandingan sebagai berikut: 
P-value 
(Hausman test) 
Sign Alpha Kesimpulan 
0,8084 > 0,05 Ho diterima, dengan 
demikian model yang 




Pada akhirnya, berdasarkan uji statistik Hausman menunjukkan 
bahwa model yang tepat untuk memodelkan data panel pada penelitian ini 
adalah pendekatan random effect. Adapun hasil estimasi untuk model 
random effect (REM) diperlihatkan pada tabel berikut ini. 
Tabel 4.6 
Hasil Estimasi dengan Metode Random Effect 
Variabel Dependen : PAD 
Regresor Koefisien SE t-stat Prob 
C 1.01E+11 1.17E+11 0.864638 0.3937 
PDRB -6.412424 12.29767 -0.521434 0.6057 
PD 4.829562 1.161768 4.157079 0.0002 








Prob (F-statistik) 0.001337 
DW Statistik 1.539871 
Sumber : Olah Data Eviews 7 
Pada Tabel 4.6, nilai probabilitas untuk variabel PDRB sebesar 0.6057 
dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, variabel PDRB 
terletak pada daerah untuk menerima Ho. Dari hasil uji individu 
disimpulkan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah di wilayah Eks Karisidenan Madiun. 
Nilai probabilitas hasil regresi data panel untuk variabel PD 
diperlihatkan sebesar 0.0002 (lihat Tabel 4.6) pada tingkat signifikansi 
sebesar 5%, nilai tersebut terletak pada daerah untuk menolak Ho. 
Variabel Pajak Daerah ditunjukkan berpengaruh secara signifikan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah di wilayah Eks Karisidenan Madiun. 
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Nilai probabilitas hasil regresi data panel untuk variabel RD 
diperlihatkan sebesar 0.2883 (lihat Tabel 4.5) pada tingkat signifikansi 
sebesar 5%, nilai tersebut terletak pada daerah untuk menerima Ho. 
Variabel Retribusi Daerah ditunjukkan tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah di wilayah Eks Karisidenan Madiun. 
4. Regresi dengan Variabel Terstandardisasi 
Pada analisis ini dilakukan regresi yaitu dengan meregresikan 
variabel PDRB, PD dan RD terhadap PAD dengan menggunakan 
standardized coefficients untuk melihat dan mengurutkan antara PDRB, 
PD dan RD mana yang paling besar mempengaruhi PAD. Hasil regresi 
tersebut dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut: 
Tabel 4.7 
Analisis Pengaruh PDRB, PD dan RD terhadap PAD 
Variabel Dependen : PAD 
Regresor Koefisien SE t-stat Prob 
C 1.010000 1.170000 0.864638 0.3937 
PDRB -6.412424 12.29767 -0.521434 0.6057 
PD 4.829562 1.161768 4.157079 0.0002 
RD -2.427523 2.247923 -1.079896 0.2883 
  Sumber : Olah Data Eviews 7 
 
Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi linear yang 
ada maka didapat persamaan tentang pengaruh PDRB, PD dan RD 
terhadap PAD sebagai berikut: 
PAD= -6,412PDRB + 4,830PD -2,428RD 
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Koefisien regresi PDRB sebesar -6,412 yang berarti jika PDRB 
mengalami penurunan sebesar 1 juta rupiah maka PAD akan menurun 
sebesar 6,419  juta rupiah dengan asumsi variabel lain dalam kondisi 
konstan. Sedangkan koefisien regresi PD sebesar 4,830 menunjukkan 
bahwa jika PD mengalami peningkatan sebesar 1 juta rupiah maka PAD di 
akan meningkat sebesar 4,830 juta rupiah dengan asumsi variabel lain 
dalam kondisi konstan. 
Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa untuk PDRB diperoleh t 
statistik sebesar -0.521 dengan nilai signifikansi sebesar 0,606 yang 
nilainya diatas taraf signifikansi yang ditolerir 0,05, yang berarti PDRB 
tidak berpengaruh secara positif terhadap PAD Hal ini berarti semakin 
tinggi PDRB di Eks Kerisidenan Madiun maka PAD tidak selalu 
meningkat pula. 
Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa untuk PD diperoleh t 
statistik sebesar 4,157 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang 
nilainya jauh dibawah taraf signifikansi yang ditolerir 0,05, yang berarti 
PD berpengaruh secara positif terhadap PAD Hal ini berarti semakin tinggi 
PD di Eks Kerisidenan Madiun maka PAD juga meningkat. 
Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa untuk RD diperoleh t 
statistik sebesar -1.080 dengan nilai signifikansi sebesar 0,288 yang 
nilainya diatas taraf signifikansi yang ditolerir 0,05, yang berarti RD tidak 
berpengaruh secara positif terhadap PAD Hal ini berarti semakin tinggi 
RD di Eks Kerisidenan Madiun maka PAD tidak selalu meningkat pula. 
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Pada Tabel 4.6 dijelaskan bahwa nilai koefisien standar beta PD 
sebesar 4,829 lebih besar dari koefisien standar beta PDRB sebesar -6,419 
dan RD sebesar -2,427. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa 
pengaruh PD secara statistik lebih besar daripada pengaruh PDRB dan RD 
terhadap PAD. 
Pengaruh simultan variable PDRB, PD dan RD terhadap PAD 
dapat dilihat pada tabel hasil analisis data berikut ini: 
Tabel 4.8 





Prob (F-statistik) 0.001337 
 Sumber : Olah Data Eviews 7 
 
Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa untuk PDRB, PD dan 
RD diperoleh F statistik sebesar 6,606 dengan nilai signifikansi sebesar 
0,001 yang nilainya dibawah taraf signifikansi yang ditolerir 0,05, yang 
berarti PDRB, PD dan RD secara simultan berpengaruh secara positif 
terhadap PAD Hal ini berarti semakin tinggi PDRB, PD dan RD di Eks 
Kerisidenan Madiun maka PAD meningkat pula. 
C. Pembahasan 
1. Pengaruh PDRB, Penerimaan Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah 
terhadap PAD di Eks Karisidenan Madiun 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Eks Karisidenan Madiun. Hal ini berarti 
semakin tinggi PDRB di Eks Kerisidenan Madiun maka PAD tidak mesti 
meningkat pula. Hal ini dimungkinkan disebabkan karena tingkat besarnya 
PAD tidak hanya ditentukan dengan besarnya PDRB tetapi masih banyak 
sumber lain yang berkontribusi dalam mempengaruhi besarnya PAD. 
Sumber Pendapatan Asli Daerah bisa berasal dari Pajak Daerah, Retribusi 
daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah yang sah. 
Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian dari Hidayatullah 
(2011), yang mendapatkan hasil bahwa berdasarkan uji t PDRB tidak 
mempengaruhi secara signifikan PAD Provinsi NTB Tahun 2005-2008.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah (PD) secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 
Eks Karisidenan Madiun. Hal ini berarti semakin tinggi PD di Eks 
Kerisidenan Madiun maka PAD juga ikut meningkat. Hal ini disebabkan 
karena dengan adanya peningkatan pajak daerah melalui partisipasi 
masyarakat yang turut serta berpartisipasi membayar pajak daerah dan 
aktifnya pemerintah daerah menarik pajak daerah serta adanya objek pajak 
baru berupa pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah 
Eks Karisidenan Madiun. Maka, akan meningkatkan penerimaan pajak 
daerah, yang nantinya akan berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). 
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Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian dari Mentayani, 
dkk (2014), yang memberikan hasil bahwa berdasarkan pengujian secara 
parsial diketahui bahwa Pajak Daerah terbukti mempunyai pengaruh yang 
positip terhadap Pendapatan Asli Daerah  pada tingkat kepercayaan 95 %.  
Demikian pula dengan Retribusi Daerah  secara empiris berpengaruh 
positip terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota dan Kabupaten di 
Provinsi Kalimantan  Selatan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah (RD) 
secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) di Eks Karisidenan Madiun. Hal ini berarti semakin tinggi 
RD di Eks Kerisidenan Madiun maka PAD tidak mesti meningkat pula. 
Hal kemungkinan disebabkan karena tingkat besarnya PAD tidak hanya 
ditentukan dengan besarnya RD tetapi masih banyak sumber lain yang 
berkontribusi dalam mempengaruhi besarnya PAD. Sumber Pendapatan 
Asli Daerah bisa berasal dari Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah yang sah. Hal ini juga disebabkan karena adanya fluktuasi 
pertumbuhan retribusi daerah di setiap wilayah yang disebabkan karena 
kenaikan dan penurunan anggaran pertahunnya. Perubahan regulasi terkait 
kewenangan antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota juga 
dimungkinkan mempengaruhi fluktuasi retribusi setiap tahunnya.  
Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian dari Lakoy dkk 
(2016), yang mendapatkan hasil bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh 
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signifikan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatah Tahun 
2005-2014.  
Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa untuk PDRB, PD dan RD 
secara simultan berpengaruh secara positif terhadap PAD Hal ini berarti 
semakin tinggi PDRB, PD dan RD di Eks Kerisidenan Madiun maka PAD 
meningkat pula. Hal ini disebabkan karena Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB), Pajak Daerah (PD), dan Retribusi Daerah (RD) 
mempunyai peran yang cukup penting dalam pembangunan Kabupaten/ 
Kota di Eks Kerisidenan Madiun karena dengan adanya otonomi daerah, 
sumber dana berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah yang 
bersumber dari PDRB, PD dan RD memberikan kontribusi yang benar 
terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan dalam 
pembangunan pada beberapa wilayah tersebut. 
Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian dari Susanto 
(2014), bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kota Malang. Hasil penelitian ini juga selaras dengan hasil 
penelitian dari Mentayani, dkk (2014), tentang Pengaruh Penerimaan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, yang diperoleh 
hasil bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama sama 
berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah  pada kota dan 




2. Variabel PDRB, Penerimaan Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah 
manakah yang paling berpengaruh terhadap PAD di Eks Karisidenan 
Madiun. 
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai koefisien standar 
beta Pajak Daerah (PD) lebih besar dari koefisien standar beta Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Retribusi Daerah (RD). Dengan 
demikian, dapat diketahui bahwa pengaruh PD secara statistik lebih besar 
dari pada pengaruh PDRB dan RD terhadap PAD. Bardasarkan hal 
tersebut berarti variabel Pajak Daerah merupakan variabel yang paling 
berpengaruh terhadap PAD di Eks Karisidenan Madiun. Hal ini 
disebabkan karena peningkatan pajak daerah melalui partisipasi 
masyarakat yang turut serta berpartisipasi membayar pajak daerah dan 
aktifnya pemerintah daerah menarik pajak daerah serta adanya objek pajak 
baru berupa pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah 
Eks Karisidenan Madiun. Maka akan meningkatkan penerimaan pajak 
daerah, yang nantinya akan berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). 
Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian dari Kusuma dan 
Wirawati (2013), yang membuktikan bahwa kontibusinya pajak daerah 
lebih dominan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) 








Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, khususnya dalam analisis dan 
pembahasan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil pengujian secara parsial, menunjukan bahwa variabel PDRB tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Eks 
Karisidenan Madiun. 
2. Hasil pengujian secara parsial, menunjukan bahwa variabel Pajak Daerah 
berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Eks 
Karisidenan Madiun. 
3. Hasil pengujian secara parsial, menunjukan bahwa variabel Retribusi 
Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) di Eks Karisidenan Madiun. 
4. Hasil pengujian secara simultanl, menunjukan bahwa variabel PDRB, 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Eks Karisidenan Madiun. 
5. Hasil statistik menunjukkan bahwa variabel pajak daerah lebih dominan 
kontribusinya dalam pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah 





Adapun saran dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagi Pemerintah Daerah 
Pemerintah daerah di Eks Karisidenan Madiun sebaiknya berkosentrasi 
untuk meningkatan penerimaan retribusi daerah dan PDRB salah satunya 
dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai potensi daerah yang 
dimiliki oleh masing-masing daerah agar masyarakat dan investor lebih 
tertarik menanamkan modalnya, karena penerimaan retribusi daerah masih 
jauh dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah yang lebih dominan 
mempengaruhi peningkatan PAD di Eks Karisidenan Madiun. 
2. Bagi Peneliti Lain 
Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini baik 
dari segi tahun penelitian yang hanya terbatas sampai 6 tahun, serta 
pembahasan mengenai pendapatan asli daerah hanya berfokus pada tiga 
sumber pendapatan saja yakni PDRB, pajak daerah dan retribusi daerah. 
Oleh sebab itu maka diperlukan penelitian dengan ruang lingkup yang 
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Tabulasi Data Penelitian 
 
Data PDRB, pajak daerah, retribusi daerah dan PAD di Eks Karisidenan Madiun 
tahun 2010 – 2015 
 
Kode Wil. Tahun PDRB PD RD PAD 
Kab. Magetan 2010 8.277.800.000 7.690.168.696 9.313.009.413 51.724.539.565 
Kab. Magetan 2011 8.744.800.000 9.890.524.870 10.676.494.201 61.996.144.859 
Kab. Magetan 2012 9.251.200.000 11.864.783.529 18.422.883.607 78.444.431.968 
Kab. Magetan 2013 9.789.600.000 13.796.586.343 23.049.578.924 87.859.707.871 
Kab. Magetan 2014 10.296.700.000 3.247.378.505 18.409.095.296 141.162.943.324 
Kab. Magetan 2015 10.824.100.000 33.753.964.990 20.017.394.985 164.564.899.427 
Kota Madiun 2010 6.081.200.000 12.744.350.000 19.233.818.000 41.757.000.000 
Kota Madiun 2011 6.494.400.000 23.200.982.000 26.456.644.000 61.305.077.000 
Kota Madiun 2012 6.937.700.000 29.323.185.000 30.451.290.000 72.030.950.000 
Kota Madiun 2013 7.470.700.000 34.432.024.000 17.110.701.000 90.011.482.000 
Kota Madiun 2014 7.965.500.000 54.173.502.000 19.450.070.000 134.584.344.000 
Kota Madiun 2015 8.455.400.000 58.947.358.000 10.537.857.000 724.519.280.000 
Kab. Madiun 2010 8.119.700.000 8.005.370.143 7.903.252.346 45.034.304.945 
Kab. Madiun 2011 8.608.700.000 12.101.942.572 10.638.791.353 57.998.223.512 
Kab. Madiun 2012 9.135.700.000 13.965.347.161 13.506.526.608 68.545.790.751 
Kab. Madiun 2013 9.654.100.000 16.112.921.546 16.216.136.259 83.428.636.445 
Kab. Madiun 2014 10.169.700.000 27.933.559.849 19.059.529.999 120.673.156.576 
Kab. Madiun 2015 10.705.100.000 36.565.117.496 19.849.029.622 149.628.335.468 
Kab. Ngawi 2010 8.456.700.000 10.717.750.000 17.099.799.000 35.313.790.550 
Kab. Ngawi 2011 8.973.300.000 11.499.047.139 9.653.987.452 61.538.571.057 
Kab. Ngawi 2012 9.568.200.000 14.272.972.890 11.309.171.920 65.682.402.800 
Kab. Ngawi 2013 10.203.000.000 16.826.150.650 17.541.162.440 87.081.648.390 
Kab. Ngawi 2014 10.775.000.000 33.899.833.400 5.798.713.270 169.237.040.270 
Kab. Ngawi 2015 11.224.000.000 38.537.158.480 15.950.519.000 191.137.006.890 
Kab. Ponorogo 2010 8.961.500.000 11.124.661.304 32.401.943.375 48.840.098.186 
Kab. Ponorogo 2011 9.472.200.000 16.024.630.893 41.815.744.501 65.936.673.552 
Kab. Ponorogo 2012 10.038.400.000 20.514.781.469 17.841.781.871 108.766.406.815 
Kab. Ponorogo 2013 10.557.300.000 39.533.040.335 16.210.063.952 134.097.320.781 
Kab. Ponorogo 2014 11.114.300.000 44.956.557.768 12.937.647.804 198.730.421.480 
Kab. Ponorogo 2015 11.686.200.000 50.895.226.786 13.035.825.300 10.695.348.135 
Kab. Pacitan 2010 6.817.400.000 5.155.151.458 17.923.822.016 29.488.179.488 
Kab. Pacitan 2011 7.246.200.000 6.102.820.379 11.413.775.988 48.359.915.661 
Kab. Pacitan 2012 7.705.000.000 7.954.645.820 10.577.330.010 53.817.027.440 
Kab. Pacitan 2013 8.153.200.000 9.053.156.100 18.399.845.510 62.952.487.720 
Kab. Pacitan 2014 8.577.600.000 20.684.068.970 20.455.509.920 101.276.946.020 
Kab. Pacitan 2015 9.019.500.000 21.789.927.220 20.411.292.110 126.449.078.420 












  PDRB PD RD PAD 
N Valid 36 36 36 36 
Missing 0 0 0 0 
Std. Deviation 1420381107.373 14942111695.752 7204526381.468 115800943670.694 
Minimum 6081200000 3247378505 5798713270 10695348135 
































Regresi Data Panel 
 
Model Regresi Data Panel Fixed Effect 
Dependent Variable: PAD   
Method: Panel Least Squares   
Date: 01/14/17   Time: 09:14   
Sample: 2010 2015   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 6   
Total panel (balanced) observations: 36  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.26E+11 2.98E+11 -0.422758 0.6758 
PDRB 21.49201 40.44498 0.531389 0.5995 
PD 3.563479 3.067879 1.161545 0.2556 
RD -2.295558 2.890640 -0.794135 0.4340 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.428995    Mean dependent var 1.07E+11 
Adjusted R-squared 0.259808    S.D. dependent var 1.16E+11 
S.E. of regression 9.96E+10    Akaike info criterion 53.69963 
Sum squared resid 2.68E+23    Schwarz criterion 54.09551 
Log likelihood -957.5933    Hannan-Quinn criter. 53.83780 
F-statistic 2.535627    Durbin-Watson stat 1.590430 
Prob(F-statistic) 0.033553    
     
     
 
 
Model Regresi Data Panel Random Effect 
Dependent Variable: PAD   
Method: Panel EGLS (Two-way random effects)  
Date: 01/14/17   Time: 09:19   
Sample: 2010 2015   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 6   
Total panel (balanced) observations: 36  
Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.01E+11 1.17E+11 0.864638 0.3937 
PDRB -6.412424 12.29767 -0.521434 0.6057 
PD 4.829562 1.161768 4.157079 0.0002 
RD -2.427523 2.247923 -1.079896 0.2883 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.000000 0.0000 
Period random  0.000000 0.0000 
Idiosyncratic random 1.04E+11 1.0000 
  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.382442    Mean dependent var 1.07E+11 
Adjusted R-squared 0.324546    S.D. dependent var 1.16E+11 
S.E. of regression 9.52E+10    Sum squared resid 2.90E+23 
F-statistic 6.605670    Durbin-Watson stat 1.539871 
Prob(F-statistic) 0.001337    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.382442    Mean dependent var 1.07E+11 
Sum squared resid 2.90E+23    Durbin-Watson stat 1.539871 
     
     
 
 
Estimasi Uji Hausman 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section and period random effects  
     
     
Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 0.970631 3 0.8084 
Period random 1.806445 3 0.6135 
Cross-section and period random 2.395131 3 0.4945 
     
     ** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero. 
** WARNING: estimated period random effects variance is zero. 
     
Cross-section random effects test comparisons: 
     
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     PDRB 21.492012 -6.412424 1644.783447 0.4914 
PD 3.563479 4.829562 8.984031 0.6727 
RD -2.295558 -2.427523 4.121060 0.9482 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
